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tode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil pe-
nelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 kewajiban Partai
politik berideologikan Pancasila merupakan pembatasan hak dan kebebasan sesuai
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kali ditegaskan sebagai satu-satunya asas bagi parpol dalam Ketetapan Nomor I/
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Abstract

The obligation of Political Parties with the Ideology of Pancasila has been regulated
in Law Number 3 Year 1985 on Political Parties, and the Working Croup (Golongan
Karya). The law requires political parties to use the principle of Pancasila as a single
principle and until now in Law number 2 of 2008, and Law number 2 Year 2011 on
Political Parties still apply. This paper aims to analyze the laws of political parties that
require every political party in Indonesia to ideology Pancasila and its loyalty to the
principles of Indonesian Law State. The research method used is juridical-normative
research method. The results of this study indicate that based on Article 28 of the
1945 Constitution, the obligation of political parties to ideology of Pancasila is a re-
striction of rights and freedoms in accordance with the principles of the applicable law
state in Indonesia. The ideology of Pancasila was first emphasized as the only principle
for political parties in Decree Number Il / MPR / 1983 and Political Parties Law, and
Colkar Year 1985.
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1. Pendahuluan

Pada tanggal 11 Juli 1945, Badan Peny-
elidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK) memutuskan agar dibentuk Pani-
tia Kecil Perancang UUD (Saafroedin Bahar,
et.al, (Ed), 1995, 222). Rancangan UUD yang
dibuat oleh Panitia Kecil tersebut pada tang-
gal 13 Juli dikemukakan dalam rapat oleh
Ketua Panitia Kecil Soepomo. Dalam rancan-
gan UUD tersebut telah diatur beberapa hak
yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan (Pasal 28 ayat (1)),
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan (Pasal 28 ayat (2)),
hak atas kebebasan beragama dan beribadah
(Pasal 29), hak untuk ikut serta dalam pem-
belaan negara (Pasal 30 ayat (1), dan hak un-
tuk mendapatkan pengajaran (Pasal 31 ayat
(1)) (Bahar, et.al, (Ed), 1995:231).

Dalam rapat tanggal 15 Juli 1945, tim-
bul dua pendapat yang berbeda mengenai
urgensi dimasukkannya hak berserikat dan
hak kemerdekaan berpikir. Dengan disetu-
juinya kemerdekaan berserikat dan berkum-
pul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan, maka bertambahlah jaminan hak
yang diatur dalam UUD 1945, yaitu dalam
Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebelum
perubahan. Setelah perubahan UUD 1945,
jaminan terhadap HAM diatur dan dijamin
lebih banyak lagi dalam UUD 1945, yaitu da-
lam Pasal 28, Pasal 28A hingga Pasal 28] Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya Penulis
sebut UUD 1945). Selain itu, kemerdekaan
yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus
1945, merupakan refleksi dari keinginan kuat
bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu
penjajahan. Salah satu dari konkretisasi pem-
bebasan tersebut, adalah pengakuan hak-hak
masyarakat atau rakyat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hak untuk itu, lebih populer dan dikenal
oleh masyarakat adalah partisipasi aktif raky-
at dalam aktivitas tertentu, misalnya dalam
konteks pemerintahan rakyat bisa aktif ber-
partisipasi melalui pengawasan, atau dapat
juga berhimpun dalam sebuah partai politik,
serikat pekerja dan Organisasi Kemasyaraka-
tan (Winayanti, 2011:1).

Partisipasi tersebut, secara hakiki me-
rupakan implementasi hak asasi manusia
seseorang baik dalam konteks ketatanega-
raan, maupun dalam lingkup profesi. Hak
asasi dalam lingkup profesi, bisa diwujudkan
dalam kebebasan berasosiasi, misalnya pen-
gembangan dan perlindungan yang berwu-
jud dalam bentuk partai politik. Selanjutnya,
baik hak asasi dalam konteks ketatanegaraan,
maupun dalam konteks profesi, sesungguh-
nya berlandaskan pada nilai yang sama, yai-
tu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD
1945 tentang “kemerdekaan berserikat dan
berkumpul”. Masih dalam kaitan partisipa-
si, lebih lanjut dapat diartikan yang dimak-
sud partisipasi adalah setiap warga negara
mempunyai suara dalam formulasi keputus-
an, baik secara langsung maupun melalui in-
termediasi institusi legitimasi yang mewakili
kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas
dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara
serta berpartisipasi secara konstruktif (Nugro-
ho, 2003:219).

Dalam konteks sejarah, hak asasi ma-
nusia tidak diperoleh dengan begitu saja dan
mudah, melainkan melalui perjuangan yang
panjang, dan jalan berliku-liku. Artinya, jalan
yang ditempuh untuk mencapai pengakuan
hak—hak asasi manusia tidaklah dapat terle-
pas dari awal tumbuhnya gagasan hak asasi
manusia itu sendiri, sebagai suatu fase/tahap
terpenting dalam sejarah ketatanegaraan
(Kartodihardjo, 1983:181). Meskipun haki-
kat dan gagasan berkaitan dengan hak asasi
manusia itu telah muncul dan mewarnai ke-
hidupan bangsa-bangsa sejak berabad-abad
lamanya, namun secara konkret manifesta-
sinya baru dimulai sejak Magna Charta tahun
1215. Piagam Magna Charta ini, mengakhiri
revolusi di Inggris dan memberi pengakuan
atas hak-hak asasi bagi setiap manusia tanpa
kecuali (Amin, 1976:44). Dengan demikian,
konsep hak asasi manusia muncul berawal
dari adanya pergulatan antara kelompok
kepentingan elite dalam negara dengan ke-
lompok masyarakat yang berada dalam Ne-
gara bersangkutan. Artinya, sejarah hak asasi
manusia berawal dari tuntutan pembebasan
tindakan sewenang-wenang pengausa suatu
negara terhadap rakyatnya. Menurut John
Locke, konsep hak asasi manusia sesungguh-
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nya telah ada secara alamiah dan dimiliki se-
cara pribadi, yaitu: hak akan hidup, hak akan
kebebasan atau kemerdekaan, hak akan
milik, hak akan memiliki sesuatu (Soehino,
1980:108).

Kebebasan berserikat lahir dari kecen-
derungan dasar manusia untuk hidup beror-
ganisasi. Dalam pandangan John Locke dan
J.J. Rousseu, kecenderungan berorganisasi
timbul untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan-kepentingan yang sama dari
individu-individu untuk mencapai tujuan
bersama berdasarkan persamaan pikiran
dan hati nurani. Oleh karena itu dalam
perkembangannya kebebasan  berserikat
menjadi salah satu kebebasan dasar manu-
sia yang diakui secara universal sebagai
bagian dari hak asasi manusia dengan
istilah kemerdekaan berserikat (freedom of
association). Menurut Richard H. Pildes,
tanpa adanya kemerdekaan berserikat,
harkat kemanusiaan dapat berkurang ka-
rena dengan sendirinya seseorang tidak
dapat mengekspresikan pendapat menu-
rut keyakinan dan hati nuraninya (Safa’at,
2009:16).

Pengakuan kemerdekaan berserikat
secara internasional dikukuhkan dalam Arti-
kel 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manu-
sia, Artikel 21 dan 22 Konvenan Internasio-
nal tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan
Artikel 5 d (ix) Konvenan Pemberantasan
Diskriminasi Rasial. Kemerdekaan berseri-
kat semakin penting karena terkait dengan
diakuinya hak-hak politik seperti hak memi-
lih (the right to vote), hak berorganisasi (the
right of association), hak atas kebebasan ber-
bicara (the right of free speech), dan hak
persamaan politik (the right to political
equality) (Safa’at, 2009:16).

Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “kemerdekaan berserikat dan ber-
kumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan den-
gan undang-undang”, merupakan landasan
konstitusional untuk kegiatan-kegiatan berse-
rikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran
baik lisan maupun tertulis. Atas dasar landas-
an konstitusional mengenai kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, manusia sebagai
makhluk sosial diberikan haknya untuk da-

pat hidup berkelompok baik yang bersifat
tetap maupun yang bersifat tidak tetap atau
sementara yang di dalam UUD 1945 diberi
istilah berserikat dan berkumpul. Ketentuan
yang bersifat pokok atau mendasar tentang
berserikat atau berorganisasi tersebut mem-
bentuk landasan konstitusional untuk mendi-
rikan organisasi-organisasi yang ada di Indo-
nesia. Pada dewasa ini dikenal dengan istilah
organisasi sosial politik dan organisasi kema-
syarakatan yang terdiri dari ormas profesional
dan fungsional serta berbagai macam lemba-
ga swadaya masyarakat. Pengorganisasian se-
cara modern ini memungkinkan diorganisasi-
kannya kedaulatan rakyat secara efektif dan
efisien (Winayanti, 2011 (2):11-28).

Kebebasan mengeluarkan pendapat
diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
yang menyatakan bahwa, setiap orang ber-
hak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan
mengeluarkan pendapat mencakup hak un-
tuk mencari, menerima dan menyebarkan
gagasan serta informasi dalam menyalurkan
aspirasi. Kebebasan ini merupakan suatu hak
yang memilik banyak sisi yang menunjuk-
kan keluasan dan cakupan hukum hak asasi
manusia. Hal ini memberi konsekuensi bah-
wa setiap tindakan manusia atau kelompok
orang, bukanlah tidak terbatas. Harus ada
langkah-langkah untuk memastikan agar ke-
bebasan mengeluarkan pendapat tidak me-
rugikan hak dan kebebasan orang lain (Mar-
zuki, et.al, 2008:100-101).

Salah satu implementasi dari kemerde-
kaan berserikat dan berkumpul yaitu diben-
tuknya partai politik. Berdasarkan sejarah,
partai politik pertama kali lahir di Negara-ne-
gara eropa barat, yaitu dengn meluasnya ga-
gasan bahwa rakyat merupakan faktor yang
perlu diperhitungkan serta diikutsertakan da-
lam proses politik, maka secara spontan lahir-
lah partai politik, dan kemudian berkembang
menjadi penghubung antara rakyat di satu
pihak, dan pemerintah di pihak lain (Kamis,
2016).

Di Negara-negara yang menganut sis-
tem demokrasi gagasan mengenai partisipa-
si mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat
berhak untuk menentukan siapa saja yang
menjadi pemimpin yang nantinya menentu-
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kan public policy. Di Negara-negara totaliter,
gagasan-gagasan mengenai partisipasi rakyat
didasari pandangan elite politiknya bahwa ra-
kyat perlu dibimbing, dan dibina untuk men-
capai stabilitas yang langsung. Untuk men-
capai tujuan itu, partai politik merupakan
alat yang baik (Budiardjo, 1977:159-160).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
di suatu Negara yang bersistem demokrasi,
pembentukan partai politik merupakan sua-
tu keharusan. Pembentukan partai politik di
Negara-negara yang menganut sistem demo-
krasi biasanya berbeda antara Negara yang
satu dengan yang lain. Menurut Hume, pem-
bentukan partai politik paling tidak didasar-
kan pada tiga hal, yaitu: asas, kesetiaan, dan
kepentingan (Kranenburg, 1980:115).

Partai politik merupakan wadah partisi-
pasi politik (Suny, 1977:23). Partisipasi politik
adalah kegiatan warga biasa dalam mempen-
garuhi proses pembuatan, dan pelaksanaan
kebijaksanaan umum, dan ikut menentukan
pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang di-
maksud antara lain, mengajukan tuntutan,
membayar pajak, mengjukan kritik, dan
koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum,
dan mendukung atau menentang pemimpin
tertentu, mengajukan alternatif pemimpin,
dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan
umum. Dalam hal ini, partai politik mem-
punyai fungsi untuk membuka kesempatan,
mendorong, dan mengajak para anggota par-
tai dan anggota masyarakat yang lain untuk
menggunakan partai politik sebagai saluran
kegiatan mempengaruhi proses politik (Sur-
bakti, 1992:118). Menurut Jimly Asshiddigie,
di banyak Negara modern, pengisian jabatan
anggota lembaga perwakilan biasanya dila-
kukan melalui mekanisme pemilihan umum
yang diikuti oleh partai-partai politik yang
menghimpun, dan mengorganisasikan aspi-
rasi, pendapat, dan suara rakyat yang ber-
daulat itu. Oleh karena itu, sistem demokrasi
di Negara modern tidak bisa dilepaskan dari
permasalahan pemilihan umum, dan partai
politik (Asshiddiqgie, 1994:68).

Partai politik secara umum dapat di-
definisikan sebagai sekelompok orang ber-
gabung atas dasar adanya kesamaan visi,
orientasi, dan persepsi politik. Ketiga hal
itu melahirkan suatu nilai tertentu yang la-

zim disebut sebagai "ideologi partai” (Indra
Perwira, 2). Ideologi secara umum merupa-
kan sistem keyakinan yang dianut oleh ma-
syarakat untuk menata dirinya sendiri (Bell,
2001). Ideologi juga dapat dianggap sebagai
visi yang komprehensif, sebagai cara meman-
dang segala sesuatu (Bagus, 2000). Ideologi
itu dituangkan dalam sebuah konstitusi partai
yang di kita dikenal sebagai Anggaran Dasar,
yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam
flatform perjuangan partai, yang tergambar
dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah
Tangga (Alrasid, 2007:150). Ideologi meru-
pakan sebuah nilai kolektif yang akan mem-
pengaruhi sikap dan perilaku para anggota,
sehingga dari pendirian, sikap dan perilaku
seseorang, semestinya dapat diduga dari par-
tai politik mana seseorang tersebut berasal.
Ideologi Partai Politik di Indonesia pada
awal-awal kemerdekaan adalah mengambil
peran-peran dalam kehidupan kenegaraan
yang berdasarkan Pancasila, khususnya me-
lalui kursi pemerintah, dan kursi di Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (Priyanto,
2015:7). Memasuki masa demokrasi ter-
pimpin yang diawali dengan Dekrit Presiden
Soekarno, Tanggal 5 Juli 1959, seluruh partai
politik dipaksa untuk mendukung ideologi
NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komu-
nis). Semua partai politik, termasuk partai po-
litik islam dipaksa untuk mendukung ideologi
ini. Partai politik yang menolak NASAKOM
adalah Partai Masyumi. Oleh karena sikapnya
tersebut, Partai Masyumi dibubarkan Soekar-
no pada Tahun 1960 (Romli, 2006:3-4).
Pasca era Orde Lama tumbang digan-
tikan oleh era Orde Baru (Juwono Sudarso-
no (Ed), 1985, xi). Di era Orde Baru sejalan
dengan gaya pemerintahannya yang otoriter
(Mochtar, 2016:81-82), mulai membatasi
kemerdekaan berserikat, dan berkumpul,
terutama untuk ideologi partai politik. Da-
lam Undang-Undang yang diberi nama Par-
tai Politik, dan Golongan Karya, Pemerintah,
dan DPR mewajibkan Partai Politik, dan
Golongan Karya untuk berideologikan Pan-
casila. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang No.3 Tahun 1975 Tentang
Partai Politik, dan Golongan Karya menye-
butkan: “Azas Partai Politik dan Golongan
Karya adalah Pancasila dan Undang-Undang

T
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Dasar 1945"”. Bahkan dalam Pasal I Angka 2
Ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1985
Tentang Perubahan atas Undang-Undang
No.3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik, dan
Golongan Karya mempertegas ideologi partai
politik dengan menyebutkan: "Partai Politik
dan Colongan Karya berasaskan Pancasila se-
bagai satu-satunya asas”.

Walaupun pada Tahun 1998, Rezim
Orde Baru berhasil ditumbangkan karena
adanya tuntutan reformasi. Dengan tum-
bangnya orde baru, maka dimulailah kehi-
dupan ketatanegaraan yang baru, yang akrab
disebut reformasi (Muntoha, 2010, 1), Re-
formasi yang terjadi di Indonesia menuntut
adanya reformasi di bidang politik. Salah satu
bukti reformasi di bidang politik (Ni‘matul
Huda, 2008, 196), pada awal reformasi diun-
dangkan Undang-Undang No.2 Tahun 1999
Tentang Partai Politik. Akan tetapi, sekalipun
sudah di Era Reformasi, Undang-Undang
No.2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik ma-
sih mewajibkan setiap partai politik untuk
berideologikan Pancasila. Hal ini bisa dilihat
dalam Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:

Partai Politik yang dibentuk sebagaima-
na dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. mencantumkan  Pancasila  sebagai
dasar negara dari Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia dalam anggaran dasar
partai;

b. asas atau ciri, aspirasi dan program Par-
tai Politik tidak bertentangan dengan
Pancasila.

Dinamika Ideologi Partai Politik terjadi
di Undang-Undang No.31 Tahun 2002 Ten-
tang Partai Politik sebagai Undang-Undang
Partai Politik pengganti Undang-Undang
No.2 Tahun 1999. Dalam Pasal 5 Undang-
Undang No.31 Tahun 2002 Tentang Partai
Politik membebaskan partai politik untuk
menentukan asas, dan ciri selama tidak ber-
tentangan dengan Pancasila (Ifan Noor Ad-
ham, 2007, 32). Akan tetapi, dalam Undang-
Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik! kembali dipertegas bahwa asas, dan

1 Undang-Undang Organik terbaru tentang
Partai Politik, yaitu: Undang-Undang No.2
Tahun 2011, akan tetapi Undang-Undang ini
hanya merupakan revisi terbatas dari Undang-
Undang No.2 Tahun 2008. Jadi mengenai

ciri partai politik merupakan penjabaran dari
Pancasila, dan UUD 1945. Jadi pengaturan
ideologi dalam Undang-Undang No.2 Tahun
2008 menggugurkan pengaturan ideologi da-
lam Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun
2002. Pasal 9 Undang-Undang No.2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik, berbunyi:

1) Asas Partai Politik tidak boleh berten-
tangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945.

2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri
tertentu yang mencerminkan kehen-
dak dan cita-cita Partai Politik yang
tidak bertentangan dengan Pancasi-
la dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penjabaran dari Pancasi-
la dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Penggunaan asas Pancasila sendiri se-

bagai asas tunggal untuk partai politik me-
nimbulkan pro-kontra di kalangan umat
islam. Menurut Deliar Noer penggunaan
pancasila sebagai satu-satunya asas mengaki-
batkan empat hal (Noer, 1983:60-61):

1. Asas tunggal menafikan kebhinekaan
masyarakat yang berkembang menurut
keyakinan masing-masing. Keyakinan
ini bisa bersumber pada ajaran agama
atau keyakinan lain;

2. Asas tunggal menghalangi orang-orang
yang sama-sama keyakinan untuk
mengelompok sesamanya, dan ber-
tukar fikiran dengan sesamanya ber-
dasarkan keyakinan, termasuk agama
yang dianutnya masing-masing;

3. Asas tunggal menafikan hubungan an-
tara agama, dan politik;

4. Asas tunggal mengandung kecender-
ungan ke arah sistem partai tunggal;

5. Asas tunggal menghalangi kemungki-
nan faham-faham yang bersumber dari
agama, yang mungkin memperkuat
Pancasila.

Jika dikaitkan dengan konsep Negara

pengaturan ideologi, dalam Undang-Undang
ini masih diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang
No.2 Tahun 2008.

178



Putra Perdana & Ahmad Saifulloh, Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip...

hukum, dimana syarat Negara hukum yang
pertama, dan utama adalah memberikan ja-
minan, dan perlindungan hak asasi manusia
(Asshiddigie, 2006:141), juga pertanyaan
mengapa ada partai politik di suatu Negara?
karena implementasi dari kebebasan berseri-
kat, dan berkumpul yang merupakan bagian
dari hak asasi manusia (Safa’at, 2009:24).
Kebebasan berideologi untuk partai
politik sendiri merupakan bagian dari hak
asasi manusia, mengingat ideologi partai po-
litik tidak harus sama dengan ideologi Nega-
ra (Mohammad Novrizal Bahar, 2016) Untuk
itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang
“Kewajiban Partai Politik Berideologi Panca-
sila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hu-
kum Indonesia”. Berdasarkan latar belakang
masalah, yang menjadi rumusan masalah
dalam paper ini adalah: (1). Mengapa dalam
Undang-Undang Partai Politik, Pembentuk
Undang-Undang mewajibkan setiap partai
politik di Indonesia berideologikan Pancasi-
la?, dan (2). Apakah Kewajiban Parpol Ber-
ideologi Pancasila sudah sejalan dengan Prin-
sip-Prinsip Negara Hukum Indonesia?.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang Pe-
nulis teliti, penelitian ini adalah penelitian
hukum (legal research). Menurut F Sugeng
Istanto, penelitian hukum adalah penelitian
yang diterapkan atau diberlakukan khusus
pada ilmu hukum (Istanto, 2007:29). Ber-
dasarkan identifikasi masalah sebagaimana
diuraikan di depan, metode penelitian yang
tepat untuk maksud tersebut ialah metode
penelitian yuridis normatif, yakni peneliti-
an yang secara doktrinal meneliti dasar atu-
ran dan perundang-undangan (Soekanto,
1986:10) mengenai partai politik di Indone-
sia.

Pendekatan penelitian yang akan digu-
nakan dalam penyusunan paper ini adalah
pendekatan perundang-undangan, pende-
katan historis, dan pendekatan politik. Pen-
dekatan perundang-undangan ini akan me-
lakukan pengkajian perundang-undangan
yang berhubungan dengan tema sentral pen-
elitian, selain itu juga digunakan pendekatan
lain yang diperlukan guna memperjelas ana-

lisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian
normatif (Ibrahim, 2006:295).

Pendekatan historis dipilih karena pe-
nulis ingin melihat mengapa dalam Undang-
Undang Partai Politik menetapkan Pancasila
sebagai sati-satunya asas untuk partai politik
dalam Risalah Rapat Pembentukan Undang-
Undang No.3 Tahun 1985, sehingga dengan
pendekatan historis diharapkan latar bela-
kang perubahan-perubahan itu sendiri da-
pat dipahami secara utuh dengan melaku-
kan penjelajahan dan pelacakan atas sejarah
(Marzuki, 2005:126)

Pendekatan politik Penulis pilih karena
ketentuan undang-undang dasar dan pera-
turan perundang-undangan lainnya lahir se-
bagai produk kesepakatan politik yang oleh
K.C. Wheare diistilahkan sebagai resultante
dari berbagai kekuatan (politik, ekonomi dan
sosial) yang berjalan pada waktu pemben-
tukan (Wheare, 2003:103). Menurut Moh.
Mahfud MD, Pendekatan politik adalah pen-
dekatan yang digunakan agar mengetahui
pertimbangan elite kekuasaan politik dan
partisipasi massa dalam pembuatan dan pe-
negakan berbagai peraturan hukum (Mah-
fud MD, 1993:68). Pendekatan politik akan
membantu Penulis dalam melihat hukum da-
lam arti “law in action”, sebagai pelengkap
dari “law in the books” (Rahardjo, 1980:71).
Tanpa pendekatan politik akan menjadi sulit
bagi Penulis untuk memahami maksud suatu
norma dan latar belakang pergulatan politik
yang akhirnya melahirkan norma tersebut se-
bagai suatu kesepakatan politik hukum Mah-
fud MD, 1999:4).

Data atau informasi dalam penelitian
ini diperoleh secara kualitatif, dan disajikan
dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu
dasar hukum, data dan fakta-fakta yang ada
dideskripsikan dan kemudian dianalisis ber-
dasarkan teori. Analisis ini ditujukan untuk
memecahkan masalah hukum (Mertokusu-
mo, 2009: 32).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Original Intent Pembentukan, dan Proses

Pembahasan Pasal Tentang Kewajiban Par-
tai Politik Berideologikan Pancasila dalam
Undang-Undang Partai Politik.
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Dalam melihat Original Intent (Mak-
sud, dan Tujuan) Pembentukan, dan Proses
Pembahasan Undang-Undang (Isra, 2013)
Partai Politik. Penulis merasa perlu meneliti
dan melihat konfigurasi politik dalam risalah-
risalah rapat pembentukan Undang-Undang
Partai Politik terutama pengaturan tentang
Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk se-
luruh partai politik di Indonesia.

Konsep asas tunggal Pancasila yang
Penulis telusuri bermula dari pidato Pre-
side Soeharto di Pekanbaru, Riau, dalam
Pembukaan Rapim ABRI Tanggal 27 Maret
1980, dan Ulang Tahun Kopassus Tanggal
16 April 1980. Dalam kedua pidato itu Pre-
siden Soeharto menginginkan agar Pancasi-
la, dan UUD 1945 menjadi landasan dasar
bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Hal ini agar Pancasila tidak
disalahgunakan, dan dirongrong oleh berba-
gai kekuatan, baik itu ekstrim kiri, maupun
ekstrim kanan. Keinginan Presiden Soeharto
itu lalu pada Sidang Paripurna DPR Tanggal
16 Agustus 1980 ditegaskan kembali perlu-
nya asas tunggal pancasila bagi kekuatan so-
sial politik di Indonesia (Romli, 2006:68).

Kebijaksanaan tentang asas tunggal
pancasila dalam sistem kepartaian di Indone-
sia untuk pertama kali dimuat dalam Kete-
tapan MPR No.ll/MPR/1983 Tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang
menyatakan bahwa (Ditjen Dikti Depdikbud,
1984:107):

Untuk memantapkan stabilitas di bidang po-
litik haruslah diusahakan makin kokohnya
persatuan, dan kesatuan bangsa, serta makin
tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitu-
sional, demokratis, dan berdasarkan hukum
berlandaskan UUD 1945. Dalam rangka ini,
dan kelestarian, dan pengamalan pancasi-
la, kekuatan-kekuatan sosial politik khusus-
nya Partai Politik, dan Golongan Karya harus
benar-benar menjadi kekuatan sosial politik
yang hanya bersaskan pancasila sebagai satu-
satunya asas.

Kebijaksanaan tersebut oleh Presiden
Soeharto dijelaskan bahwa (Suara Merdeka,
16 Agustus 1984, 13-14):

Apabila kekuatan sosial politik telah meng-

gunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas,
maka di masa depan, semua kekuatan sosial
politik itu akan berlomba-lomba menawarkan
gagasan yang sebaik-baiknya, dan tokoh-tokoh
yang secakap-cakapnya kepada bangsanya
dalam perlombaan besar pembangunan besar
sebagai pengamalan pancasila dalam rang-
ka mencapai tujuan nasional. Oleh karena
semua kekuatan politik telah secara terbuka
menegaskan Pancasila sebagai satu-satumya
asas, maka akan mudah dicegah, dan dihin-
darkan menajamnya pertentangan golongan
dalam usaha mencapai tujuan masing-masing
yang mengakibatkan timbulnya bentrokan,
dan membahayakan persatuan, dan kesatuan
nasional.

Dengan penegasan semua kekuatan sosial
politik mengenai satu-satunya asas Pancasi-
la yang mereka gunakan, maka di satu pihak
maka kita semua akan terbebas dari sisa-sisa
saling curiga, dan saling khawatir yang telah
tumbuh karena pengalaman nyata di masa
lalu; dan di pihak lain, lenyapnya saling curi-
ga, dan saling khawatir tadi akan menyegarkan
tumbuh suburnya demokrasi pancasila.

Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas,
tidak berarti kita akan mengabaikan atau me-
nurunkan kadar kita dalam usaha mengem-
bangkan kehidupan Bergama di Indonesia.
Sebaliknya kita akan mengembangkan hubun-
gan yang sebaik-baiknya antara kehidupan
beragama, dan kehidupan politik dalam ma-
syarakat Indonesia.

Agama-agama merupakan sumber motiva-
si, dan inspirasi bagi penganutnya masing-
masing, untuk sebagai warga Negara yang
bertanggung jawab menjatuhkan pilihannya
kepada kekuatan sosial politik yang ada, yang
semuanya telah menggunakan Pancasila seba-
gai satu-satunya asas. Dengan demikian maka
setiap agama yang ada di Indonesia dapat
memberikan dasar etik, dan moral yang kuat
kepada kehidupan politik.

Dengan demikian, pemahaman terha-
dap Kebijaksanaan tentang asas tunggal pan-
casila di atas merupakan usaha pemerintah
untuk mengeliminir ideologi partai-partai po-
litik di Indonesia, yaitu menghapuskan asas
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lain di luar Pancasila (Priyanto, 2015:117).
Menurut Moh. Mahfud MD, langkah Soehar-
to untuk melakukan emaskulasi terhadap
partai politik, dan menguatkan Golongan Ka-
rya yang dijadikan partai pemerintah adalah
upaya yang dilakukan Soeharto untuk men-
jadikan Orde Baru sebagai negara yang kuat.
Langkah-langkah utama untuk menjadikan
Orde Baru sebagai negara yang kuat melaku-
kan penggarapan terhadap Undang-Undang
Partai Politik, dan Golongan Karya (Mahfud
MD, 2010:214) yang nantinya mengatur, dan
mewajibkan setiap partai politik di Indonesia
untuk berasas tunggal Pancasila.
Undang-Undang pertama yang me-
wajibkan Pancasila sebagai satu-satunya asas
untuk setiap partai politik di Indonesia adalah
Undang-Undang No.3 Tahun 1985 Tentang
Tentang Partai Politik, dan Golongan Karya
merupakan usulan dari Pemerintah, dimana
dalam Pasal | Angka 2 Ayat (1) menyebutkan:
"Partai Politik dan Golongan Karya berasas-
kan Pancasila sebagai satu-satunya asas”.
Untuk melihat alasan mengapa Pem-
bentuk Undang-Undang menjadikan Pan-
casila sebagai satu-satunya asas untuk setiap
partai politik di Indonesia. Penulis merasa
perlu melihat Original Intent Pembentukan,
dan Proses Pembahasan Undang-Undang
No.3 Tahun 1985, dimana dalam Rapat Ke-
1, Ketua Panitia Khusus Lima Rancangan Un-
dang-Undang Tentang Politik, Suhardiman
mengatakan (DPR RI, 10 Januari 1985, 2):

Sesuai amanat Ketetapan MPR No.ll/
MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar Halu-
an Negara (GBHN) bahwa Partai Politik, dan
Golongan Karya harus berlandaskan Pancasila
sebagai satu-satunya asas, maka Pansus, dan
Pemerintah tidak akan membuat Undang-Un-
dang baru tentang Partai Politik, dan Golongan
Karya, tetapi ingin berusaha meningkatkan,
dan memantapkan struktur kehidupan politik
di Indonesia yang berasaskan Pancasila seba-
gai satu-satunya asas.

Seperti gayung bersambut, Nurhasan
Ibnuhadjar yang mewakili Fraksi Persatu-
an Pembangunan dalam pandangan umum
mininya menyatakan: (DPR RI, 10 Januari
1985, 6).

Mengenai masalah asas, Fraksi kami berpen-
dapat sudah tidak ada lagi yang perlu diper-
soalkan. Dalam Muktamar partai kami yang
dilaksanakan Agustus 1984, asas Pancasila se-
bagai satu-satunya asas telah diterima, dalam
telah dimasukkan dalam AD/ART Partai.

Hal ini makin diperkuat oleh Sugand-
hi Kartosubroto yang mewakili Fraksi Karya
Pembangunan dalam pandangan umum
mininya menyatakan: “Organisasi kekuatan
sosial politik adalah organisasi kader yang
beranggotakan perorangan, berpegang pada
Pancasila sebagai satu-satunya asas serta be-
rorientasi pada program pembangunan nasio-
nal” (DPR RI, 10 Januari 1985, 12).

Fraksi ABRI adalah fraksi yang paling
tegas, dan konsisten mendukung Pancasila
sebagai satu-satunya asas yang dibuktikan
dari pandangan umum mini Fraksi ABRI yang
diwakili Harsono dengan menyatakan: “Frak-
si ABRI berpendapat Pancasila sebagai satu-
satunya asas bagi Partai Politik, dan Golongan
Karya merupakan keharusan yang tidak dapat
ditunda-tunda lagi” (DPRRI, 10 Januari 1985,
27). Mengingat ketiga fraksi yang ada di DPR
sudah menyetujui Pancasila sebagai satu-sa-
tunya asas, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
tidak ada pilihan lain selain menyetujui apa
yang diusulkan Pemerintah yang sudah didu-
kung oleh F-PP, F-KP, dan F-ABRI. Hal ini di-
tunjukkan oleh sikap F-PDI yang diwakil oleh
Adipramoto yang menyatakan: “Partai Politik,
dan Colongan Karya harus benar-benar men-
jadi kekuatan sosial politik yang hanya bera-
saskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”
(DPR RI, 10 Januari 1985, 19).

Dalam sidang ke Il, Pemerintah yang
diwakili Menteri Dalam Negeri, Supardjo
Rustam yang menegaskan: “Demi kelestarian,
dan pengamalan Pancasila, kekuatan sosial
politik di Indonesia, khususnya Partai Politik,
dan Colongan Karya harus benar-benar men-
jadi kekuatan sosial politik yang hanya bera-
saskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”
(DPR RI, 11 Januari 1985, 10). Sampai pada
persidangan terakhir, di Sidang ke-5 Undang-
Undang Partai Politik, dan Golongan Karya,
sikap semua fraksi yang ada di DPR, dan juga
Pemerintah tidak berubah atau bahasa ang-
gota DPR dewasa ini "tidak ke masuk angin”
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tetap konsisten mendukung, dan Pancasila
sebagai satu-satunya asas (DPR R, 4 Februari
1985, 1-12). Undang-Undang Partai Politik,
dan Golongan Karya yang diberi nomor oleh
Kementrian Sekretariat Negara sebagai Un-
dang-Undang No.3 Tahun 1985, dan ditan-
datangani Presiden, serta dimasukkan dalam
lembaran negara Tanggal 19 Februari 1985.

Setelah penulis mempelajari original
intent dari risalah-risalah rapat pembentukan
Undang-Undang No.3 Tahun 1985, Penu-
lis berkesimpulan DPR RI, dan Pemerintah
setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai
satu-satunya asas untuk setiap partai politik
di Indonesia tujuannya semata-mata untuk
stabilitas basional, yaitu untuk mencegah,
dan menghindarkan pertentangan antar go-
longan dalam usaha mencapai tujuan ma-
sing-masing yang mengakibatkan timbulnya
bentrokan, dan membahayakan persatuan,
dan kesatuan nasional.

Menurut Moh. Mahfud MD, kelima pa-
ket Undang-Undang Tentang Politik adalah
produk hukum yang berkarakter ortodoks/
elitis’konservatif karena tujuan dari Pmerin-
tah Orde Baru adalah menciptakan Peme-
rintahan yang kuat yang dapat menjamin
stabilitas nasional guna melaksanakan pem-
bangunan yang yang bertitik berat pada eko-
nomi. Untuk itu diperlukan suasana politik
yang stabil dalam membangun Negara (Mah-
fud MD, 2010:313). Guna mendapatkan su-
asana politik yang stabil, Pemerintah Orde
Baru terbiasa mengontrol oposisi dengan cara
yang represif (Mahfud MD, 2010:225), akan
tetapi Pemerintah Orde Baru membungkus
tindakan-tindakan represif itu dengan jalan
yang konstitusional (Mahfud MD, 2010:308)
melalui pembatasan demokrasi politik, salah
satunya dengan menseragamkan ideologi un-
tuk setiap partai politik di Indonesia melalui
Undang-Undang agar terkesan tidak melang-
gar hukum.

Kewajiban Partai Politik Berideologi-
kan Pancasila merupakan pembatasan hak
dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara
hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal
ini pengawasan terhadap asas Partai Politik
merupakan salah satu bentuk pembatasan
konstitusional yang dilaksanakan oleh nega-
ra. ldeologi Pancasila yang pertama kali dite-

gaskan sebagai satu-satunya asas bagi Partai
Politik dalam Ketetapan No. 1I//MPR/1983
dan Undang-Undang No.3 Tahun 1985.
Dalam Undang-Undang Partai Politik di era
Reformasipun, Pembentuk Undang-Undang
masih memandang Pancasila sebagai Ideolo-
gi Paripurna untuk asas partai politik.

Kewajiban Partai Politik Berasas Tunggal
Pancasila Dilihat Dalam Perspektif Prin-
sip-Prinsip Negara Hukum Indonesia

Original Intent Pembatasan Kemerdekaan
Berserikat dan Berkumpul Dalam UUD
1945

Di dalam kenyataannya hak asasi ma-
nusia memang tidak dapat dilaksanakan den-
gan sebebas-bebasnya, dalam arti tanpa ba-
tas, mengingat tiap-tiap individu mempunyai
hak yang sama. Oleh karena itu harus saling
menghormati yang berarti pula adanya saling
membatasi diantara individu-individu. Me-
nurut Padmo Wahjono, hanya secara teoritis
abstrak kita dapat membayangkan HAM yang
mutlak tanpa memerlukan perumusan dalam
hubungannya dengan masyarakat (Wahjono,
1983: 10).

Pelaksanaan hak asasi manusia yang
dituangkan dalam peraturan perundang-un-
dangan tidak dapat dilepaskan dari cita hu-
kum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang
dianut Indoneisa yang termuat dalam Pan-
casila. Ketiga hal tersebut menjadi dasar fal-
safah pelaksanaan hak asasi manusia dalam
peraturan  perundang-undangan. Artinya,
adanya jamian perlindungan hak asasi manu-
sia dalam UUD 1945 dalam pelaksanaanya
harus dimaknai secara holisitik dalam kaitan-
nya dengan cita hukum, nilai-nilai dan pan-
dangan hidup bangsa Indonesia (Soendari
dan Udayati, (Ed), 1996:61).

Negara hukum Indonesia mengenal
dan menjamin hak asasi manusia yang bukan
ekspresi individualisme atau kolektivisme.
Dasar falsafah hak asasi manusia di Indonesia
adalah terletak pada adanya keseimbangan
dengan kewajiban asasinya sebagai anggota
masyarakat. Pemikiran ini berimplikasi bah-
wa dalam hak asasi manusia, kepentingan
pribadi seseorang tetap diletakkan dalam ke-
rangka kesadaran kewajiban masyarakatnya,
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dan kewajiban terhadap masyarakat dirasa-
kan lebih besar dari kepentingan seseorang
(Mahfud MD, 2011:7).

Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “kemerdekaan berserikat dan ber-
kumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan den-
gan undang-undang”, merupakan landasan
konstitusional untuk kegiatan-kegiatan berse-
rikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran
baik lisan maupun tertulis. Atas dasar landas-
an konstitusional mengenai kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, manusia sebagai
makhluk sosial diberikan haknya untuk da-
pat hidup berkelompok baik yang bersifat
tetap maupun yang bersifat tidak tetap atau
sementara yang di dalam UUD 1945 diberi
istilah berserikat dan berkumpul. Ketentuan
yang bersifat pokok atau mendasar tentang
berserikat atau berorganisasi tersebut mem-
bentuk landasan konstitusional untuk mendi-
rikan organisasi-organisasi yang ada di Indo-
nesia (Winayanti, 2011 (2):11-28), termasuk
Partai Politik.

Kebebasan mengeluarkan pendapat
diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
yang menyatakan bahwa: “setiap orang ber-
hak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan
mengeluarkan pendapat mencakup hak un-
tuk mencari, menerima dan menyebarkan
gagasan serta informasi dalam menyalurkan
aspirasi. Kebebasan ini merupakan suatu hak
yang memiliki banyak sisi yang menunjuk-
kan keluasan dan cakupan hukum hak asasi
manusia. Hal ini memberi konsekuensi bah-
wa setiap tindakan manusia atau kelompok
orang, bukanlah tidak terbatas. Harus ada
langkah-langkah untuk memastikan agar ke-
bebasan mengeluarkan pendapat tidak me-
rugikan hak dan kebebasan orang lain (Mar-
zuki, et.al, 2008:100-101).

Walaupun kebebasan merdeka, berse-
rikat dan berkumpul merupakan hak konsti-
tusional setiap warga Negara, tapi makna
kebebasan tersebut jangan dimaknai sebe-
bas-bebasnya tanpa mengindahkan norma
hukum dan norma-norma yang lain. Sebab
pemaknaan hak asasi manusia, termasuk hak
atas kebebasan untuk mengeluarkan penda-
pat harus diletakkan dalam konteks sistem

hukum nasional dengan Pancasila yang men-
jadi pedoman dasarnya. Pancasila sendiri,
menekankan pada adanya keseimbangan
antara hak dengan kewajiban tiap-tiap war-
ga Negara. Kebebasan untuk mengeluarkan
pendapat yang dimiliki seseorang dan me-
rupakan hak asasinya tidak boleh merugikan
apalagi melanggar kebebasan dan hak yang
sama yang dimiliki oleh orang lain (Mahfud
MD, 2011:7).

ltulah esensi dan makna dari kebeba-
san untuk mengeluarkan pendapat sebagai-
mana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3)
UUD 1945, yang intinya menekankan pada
keseimbangan antara kebebasan dan hak
setiap warga Negara untuk mengeluaran
pendapat dengan kebebasan dan hak warga
Negara yang lain dalam masalah yang sama.
Kesimpulan tersebut diperkuat oleh penda-
pat perumus Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,
yang salah satu pendapatnya mengemuka-
kan, bahwa (Mahkamah Konstitusi RI, 2008,
171-172):

Kemudian berkaitan dengan masalah hak asasi
tadi di dalam Pasal 28, kami mengkhususkan
tersendiri tentang masalah penekanan men-
genai hak asasi. Ayat (1), Negara menjamin
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ayat
(2) kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
tidak boleh bertentangan dengan norma aga-
ma, norma akhlak, norma sopan santun dan
norma hukum. Jadi dua kaidah yang dianut di
dalam kehidupan ini, kaidah pribadi dan kai-
dah antar pribadi harus kita cantumkan.

Adanya suatu kecenderungan belakangan ini
dengan era reformasi bahwa orang justru lebih
mengedepankan satu kebebasan, sementara
mereka mencoba mengenyampingkan masa-
lah ketertiban padahal antara kebebasan dan
ketertiban adalah merupakan antinomi nilai
yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain.

Jadi boleh orang melakukan kebebasan di da-
lam melaksanakan praktek kehidupan dalam
pelaksanaan hak asasi manusia, tapi empat
norma ini tidak boleh mereka langgar. Kalau-
pun mereka berkumpul itu tidak boleh me-
langgar empat norma, yaitu norma agama,
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norma akhlak yang bersifat kepada pribadi,
norma sopan santun ketika mereka berhubun-
gan dengan orang lain dan norma hukum me-
reka berhadapan dengan masyarakat secara
keseluruhan, sedangkan norma agama adalah
bagaiaman hubungan mereka dengan Tuhan.
Jadi empat aspek ini tentunya mencakup juga
ajaran-ajaran yang ada di dalam agama me-
reka.

Jadi, original intent Pasal 28E ayat (3)
UUD 1945 sebenarnya mengacu pada cita
hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup
yang dianut Pancasila, yang dalam konteks
hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat
menekankan pada keseimbangan hak dan
kewajiban. Makna kebebasan mengeluarkan
pendapat tidak bersifat mutlak dan tanpa ba-
tas, melainkan terbatas dan dibatasi oleh hak
dan kebebasan yang sama yang dimiliki orang
lain, masyarakat, dan negara. Dalam bahasa
perumus Pasal tersebut dinyatakan bahwa,
setiap orang berhak atas kebebasan meny-
atakan pikiran dan sikap seseorang dengan
hati nurani sepanjang tidak merugikan orang
lain (Mahkamah Konstitusi RI, 2008, 224).
Karena hak atas kebebasan untuk mengeluar-
kan pendapat harus menghormati dan tidak
merugikan hak orang lain, maka hak tersebut
dapat dibatasi. Pembatasan itu hanya diben-
arkan kalau menyangkut ketertiban umum,
kesusilaan misalnya, dan juga barangkali ada
hal yang sangat fundamental untuk melin-
dungi kepentingan-kepentingan masyarakat
luas melalui undang-undang (Mahkamah
Konstitusi RI, 2008, 149).

Berdasarkan uraian di atas dapat di-
simpulkan bahwa hak atas kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E
ayat (3) UUD 1945 didasarkan pada dua hal.
Pertama, di samping hak asasi manusia seba-
gai hak dasar, ada juga kewajiban dasar ma-
nusia dalam rangka hidup berbangsa, berne-
gara, dan bermasyarakat. Kedua, memenuhi
kebutuhan hidup sebagai bangsa yang be-
radab dan Negara yang modern, dan untuk
memenuhi tanggungjawab moral dan hukum
(Mahkamah Konstitusi RI, 2008, 196-197).

Pancasila adalah Ideologi Paripurna Partai
Politik
Indonesia merupakan negara hukum.

Demikian yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Ne-
gara Indonesia adalah negara hukum” (Ham-
dan Zoelva, 2011, 15). Dalam Perubahan
UUD 1945 inilah tidak disebutkan lagi bah-
wa Indonesia menganut konsep Rechtsstaat
namun lebih diterjemahkan kedalam konsep
negara hukum. Yang menjadi pertanyaan
adalah apakah konsep negara hukum yang
sesungguhnya dianut oleh Indonesia pasca
Perubahan UUD 1945, apakah itu Rechts-
staat ataukah Rule of Law?. Untuk dapat
mengetahui apakah konsep negara hukum
yang sebenarnya dianut oleh negara Indone-
sia adalah dengan melihat pada Pembukaan
dan Pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai
keseluruhan sumber politik hukum Indone-
sia. Adapun yang menjadikan dasar pene-
gasan keduanya sebagai sumber politik hu-
kum nasional adalah: pertama, Pembukaan
dan Pasal-pasal dalam UUD 1945 memuat
tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari
politik hukum Indonesia. Kedua, Pembukaan
dan Pasal-pasal dalam UUD 1945 mengan-
dung nilai khas yang bersumber dari pandan-
gan dan budaya bangsa Indonesia yang diwa-
riskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia
(Mahfud MD, 2006:23).

Dengan melihat pada dua parameter
tersebut jelas bahwa konsep yang dianut oleh
negara hukum Indonesia sejak zaman ke-
merdekaan hingga saat ini bukanlah konsep
Rechtsstaat dan bukan pula konsep the Rule
of Law, melainkan membentuk suatu konsep
negara hukum baru yang bersumber pada
pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa
Indonesia. Konsep baru tersebut adalah ne-
gara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pan-
dangan dan falsafah hidup yang sarat dengan
nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa
Indonesia, sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam
Pasal-pasal UUD 1945. Dapat dipahami bah-
wa Pancasila merupakan norma dasar negara
Indonesia (grundnorm) dan juga merupakan
cita hukum negara Indonesia (rechtsidee) se-
bagai kerangka keyakinan (belief framework)
yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat
normatif karena berfungsi sebagai pangkal
dan prasyarat ideal yang mendasari setiap
hukum positif, dan bersifat konstitutif karena
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mengarahkan hukum pada tujuan yang hen-
dak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasi-
la menjadi pokok kaidah fundamental negara
“staatsfundamentalnorm” dengan dicantum-
kan dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud
MD, 2006:23).

Menurut Moh. Mahfud MD, Konsep
negara hukum Pancasila inilah yang men-
jadi karakteristik utama dan membedakan
sistem hukum Indonesia dengan sistem hu-
kum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan
literatur tentang kombinasi antara lebih dari
satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pili-
han prismatik yang dalam konteks hukum di-
sebut sebagai hukum prismatik. Dapat dipa-
hami bahwa negara hukum Pancasila adalah
bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum
prismatik adalah hukum yang mengintegra-
sikan unsur-unsur baik dari yang terkandung
di dalam berbagai hukum (sistem hukum) se-
hingga terbentuk suatu hukum yang baru dan
utuh (Mahfud MD, 2006:23).

Adapun karakteristik dari negara hu-
kum Pancasila adalah sebagai berikut: Per-
tama, merupakan suatu negara kekeluar-
gaan. Kedua, merupakan negara hukum
yang berkepastian dan berkeadilan. Ketiga,
merupakan religious nation state. Keempat,
memadukan hukum sebagai sarana peruba-
han masyarakat dan hukum sebagai cermin
budaya masyarakat (Mahfud MD, 2006:23-
30). Mengingat Pancasila adalah politik hu-
kum yang menjadi kaidah penuntun hu-
kum umum untuk Melindungi semua unsur
bangsa demi integrasi bangsa; Mewujudkan
keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasy-
arakatan; Mewujudkan demokrasi dan no-
mokrasi; dan Menciptakan hidup toleransi
beragama (Mahfud MD, 2009:52-54).

Dalam kehidupan berbangsa dan ber-
negara, dasar Negara Pancasila perlu difaha-
mi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung
di dalamnya agar dapat dengan tepat men-
gimplementasikannya. Namun sebaiknya
perlu diyakini terlebih dahulu bahwa Panca-
sila. memenuhi syarat sebagai Ideologi Partai
Politik di Indonesia dengan beragam suku,
agama, ras dan antar golongan yang ada.
Pancasila memenuhi syarat sebagai Ideologi
Partai Politik di Indonesia dengan alasan se-
bagai berikut:

a) Pancasila memiliki potensi menam-
pung keadaan pluralistik masyarakat
Indonesia yang beraneka ragam suku,
agama, ras dan antar golongan. Pada
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menja-
min kebebasan untuk beribadah sesuai
agama dan keyakinan masing-masing.
Kemudian pada Sila Persatuan Indone-
sia, mampu mengikat keanekaragaman
dalam satu kesatuan bangsa dengan
tetap menghormati sifat masingmasing
seperti apa adanya;

b) Pancasila memberikan jaminan tere-
alisasinya kehidupan yang pluralistik,
dengan menjunjung tinggi dan meng-
hargai manusia sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai makhluk Tu-
han secara berkeadilan yang disesuai-
kan dengan kemampuan dan hasil usa-
hanya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;

c) Pancasila memiliki potensi menjamin
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terbentang dari Sabang
sampai Merauke, yang terdiri atas ri-
buan pulau sesuai dengan Sila Persat-
uan Indonesia;

d) Pancasila memberikan jaminan ber-
langsungnya demokrasi dan hak-hak
asasi manusia sesuai dengan budaya
bangsa. Hal ini, selaras dengan Sila Ker-
akyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-
bijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan;

e) Pancasila menjamin terwujudnya ma-
syarakat yang adil dan sejahtera sesuai
dengan Sila Keadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat sebagai acuan dalam men-
capai tujuan tersebut;

Pancasila sebagai kaidah negara yang
fundamental berarti bahwa hukum dasar ter-
tulis (UUD), hukum tidak tertulis (konvensi),
dan semua hukum atau peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku dalam negara
Republik Indonesia harus bersumber dan be-
rada dibawah pokok kaidah negara yang fun-
damental tersebut (Asshiddigie, 2009:135).
Menurut Harun Alrasid kedudukan Un-
dang-Undang Dasar bagi suatu negara ana-
log dengan kedudukan anggaran dasar, dan
anggaran rumah tangga bagi suatu partai po-
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litik atau organisasi lainnya, yaitu merupakan
pegangan pokok bagi tindakan operasional
dari organisasi yang bersangkutan (Alrasid,
2007:150). Segala aktivitas dan fungsi partai
politik itu diselaraskan seperti yang telah ter-
tulis dalam anggaran dasar tersebut.

Penulis berpendapat Pancasila seba-
gai dasar negara, kedudukannya lebih ting-
gi dibandingkan asas partai politik yang lain,
dan sudah menjadi fondasi abstrak dalam
mendukung pembangunan nasional, oleh
karena itu konsep ideologi Pancasila apabila
dihadapkan pada HAM yang berlaku kon-
sep negara hukum bahwa negara menjamin
kebebasan berserikat dan berkumpul dalam
berorganisasi tetap membatasinya dengan
hukum, dalam hal ini Undang-Undang Partai
Politik agar dalam hal tujuan, program dan
kegiatan parpol tidak melanggar kepentingan
umum dan UUD 1945. Walaupun bukan ga-
ransi, penyebutan secara eksplisit Pancasila
sebagai asas tunggal untuk parpol, menja-
di pedoman untuk parpol tidak melakukan
pelanggaran substansial terhadap nilai-nilai
Pancasila. Akan tetapi, demi mencegah ter-
jadinya disintegrasi bangsa, sebaiknya Panca-
sila tetap sebagai dijadikan asas bagi setiap
parpol. Untuk itu penulis melihat kewajiban
Partai Politik berideologikan Pancasila harus
dipandang dalam konteks Negara Hukum In-
donesia.

4. Simpulan

Kewajiban Partai Politik Berideologi-
kan Pancasila merupakan pembatasan hak
dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara
hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal
ini pengawasan terhadap asas Partai Politik
merupakan salah satu bentuk pembatasan
konstitusional yang dilaksanakan oleh nega-
ra. ldeologi Pancasila yang pertama kali dite-
gaskan sebagai satu-satunya asas bagi Partai
Politik dalam Ketetapan No. 1//MPR/1983
dan Undang-Undang No.3 Tahun 1985.
Dalam Undang-Undang Partai Politik di era
Reformasipun, Pembentuk Undang-Undang
masih memandang Pancasila sebagai Ideolo-
gi Paripurna untuk asas partai politik.

Penulis berpendapat Pancasila seba-
gai dasar negara, kedudukannya lebih ting-

gi dibandingkan asas partai politik yang lain,
dan sudah menjadi fondasi abstrak dalam
mendukung pembangunan nasional, oleh
karena itu konsep ideologi Pancasila apabila
dihadapkan pada HAM yang berlaku kon-
sep negara hukum bahwa negara menjamin
kebebasan berserikat dan berkumpul dalam
berorganisasi tetap membatasinya dengan
hukum, dalam hal ini Undang-Undang Partai
Politik agar dalam hal tujuan, program dan
kegiatan parpol tidak melanggar kepentingan
umum dan UUD 1945. Walaupun bukan ga-
ransi, penyebutan secara eksplisit Pancasila
sebagai asas tunggal untuk parpol, menja-
di pedoman untuk parpol tidak melakukan
pelanggaran substansial terhadap nilai-nilai
Pancasila. Akan tetapi, demi mencegah ter-
jadinya disintegrasi bangsa, sebaiknya Panca-
sila tetap sebagai dijadikan asas bagi setiap
parpol. Untuk itu penulis melihat kewajiban
Partai Politik berideologikan Pancasila harus
dipandang dalam konteks Negara Hukum In-
donesia.
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